
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI 
INSPEKTORAT DAERAH 

Jalan  Provinsi Nanga Pinoh - Kota baru  Km.7 Telp/ Fax. (0568) 2020107 

      Kode Pos 79672 
 
 
 
 

 
PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MELAWI 

NOMOR     2    TAHUN 2023 

 

TENTANG 

KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR DAN PPUPD 

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MELAWI 

  

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MELAWI, 

Menimbang   : a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan kompetensi 

auditor dan PPUPD di lingkungan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Melawi, maka diperlukan panduan terstruktur 

untuk mengidentifikasi jenis pengembangan kompetensi 

teknis sesuai kebutuhan; 

  b. bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Inspektur Daerah Kabupaten Melawi tentang Kerangka 

Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah 

Kabupaten Melawi; 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di 

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3.Peraturan… 



  3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

 

  4. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167) 
sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2022 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 221); 

 

Memperhatikan   1 Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 
tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 
2023; 

  2. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; 

  3. Peraturan   Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur 
Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi 
Aparatur Sipil Negara; 

  4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar 
Kompetensi Auditor; 

  5. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 
Nomor Nomor PER-01/AAIPI/2021 tentang Standar Audit 
Intern Pemerintah Indonesia; 

  6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar 
Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Tahun  
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 
2022 Nomor 13); 

    

  

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MELAWI 

TENTANG KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR 

INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI. 

 

Pasal 1… 

 

 



Pasal 1 

Ketentuan Umum 

 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain 

yang di dalamnya terdapat kepentingan negara/daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.  

Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional 

Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

fungsional di bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). (standar audit AAIPI) 

2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan 

atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren 

3. Kerangka Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah panduan terstruktur untuk 

mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh individu 

auditor dalam rangka meningkatkan pemahaman atas Tata Kelola, Manajemen 

Risiko, dan Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah melalui diklat teknis 

substantif, sertifikasi profesi dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. 

Adalah struktur yang menggambarkan setiap tahapan yang harus dipenuhi oleh 

setiap auditor dan PPUPD untuk memenuhi kompetensi teknis di setiap jenjang 

jabatannya sesuai standar kompetensi agar tercapai kinerja  (Perka BPKP 

211/2010) 

4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Auditor berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya. (Perka BPKP 211/2010) 

5. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan yang harus dimiliki auditor 

yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku untuk dapat 

melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik. (Perka 

BPKP 211/2010) 

6.Kompetensi… 



6. Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah pengetahuan, keahlian dan dan sikap 

perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang secara spesifik berkaitan 

dengan bidang teknis pengawasan. (PP 11/2017 & Permenpan 38/2017) 

7. Kebutuhan Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah inventarisasi jenis 

kompetensi teknis pengawasan yang perlu ditingkatkan dari setiap Auditor; (PP 

11/2017) 

8. Riwayat Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPDadalah informasi 

mengenai riwayat pengembangan kompetensi teknis yang pernah diikuti oleh Auditor, 

meliputi sertifikasi profesi, diklat teknis, seminar/workshop/konferensi/sosialisasi dan 

bimbingan teknis/pelatihan di kantor sendiri di bidang teknis pengawasan; (PP 

11/2017) 

9. Kesenjangan Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah kompetensi teknis yang 

perlu dikembangkan oleh Auditor berdasarkan hasil analisis antara kebutuhan 

kompetensi teknis dengan riwayat pengembangan kompetensi teknis Auditor. 

10. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan 

pengawasan. (Permendagri 35/2018) 

11. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. (Permendagri 61/2019) 

12. Pendikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Pengawasan adalah diklat yang memberikan 

pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku di bidang teknis pengawasan yang terkait 

dengan pekerjaan ASN Auditor sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabny secara profesional. (PerkaLAN 13/2011) 

13. Sertifikasi Profesi Pengawasan adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan 

kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan 

menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsian dan/atau keahlian di bidang 

pengawasan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi. 

14. Pemberian Keyakinan (assurance) adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan 

seperti audit, reviu, evaluasi dan monitoring/pemantauan, yang bertujuan untuk 

memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

rangka mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik. (SKPI BPKP) 

15.Konsultansi… 

 



15. Konsultansi (consulting) adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, 

asistensi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan 

pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang 

sistematis. Penugasan konsultansi tidak mengalihkan tanggung jawab kegiatan dari 

pemangku kepentingan kepada Auditor. (SKPI BPKP) 

16. Audit adalah adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk 

menilaikebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan 

informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (SKPI BPKP) 

17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa 

kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, 

atau norma yang telah ditetapkan. (SKPI BPKP) 

18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan 

dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam 

mencapai tujuan. (SKPI BPKP) 

19. Monitoring/pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (SKPI BPKP) 

20. Audit Keuangan terdiri dari Audit atas Laporan Keuangan dan Audit terhadap Aspek 

Keuangan Tertentu. Audit atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara 

laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang 

berlaku. Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu adalah audit atas aspek keuangan 

tertentu yng diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah tertentu atas dana 

yang dibiayai oleh APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

pengelolaan keuangan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan 

sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran. (standar audit AAIPI) 

21. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah 

yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta 

ketaatan pada peraturan. (standar audit AAIPI) 

22.Audit… 

 



22. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah adalah audit yang dilakukan dengan tujuan 

khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan 

simpulan atas suatu hal yang diaudit. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit 

Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit Dengan Tujuan Tertentu lainnya 

terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau 

yang bersifat khas. (standar audit AAIPI) 

23. Audit Investigatif adalah adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan 

bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu 

perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. (standar audit 

AAIPI) 

24. Bimbingan teknis (Bimtek) adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan 

bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan 

persoalan/masalah yang bersifat teknis. (SKPI BPKP) 

25. Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar 

tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga; (SKPI BPKP) 

26. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, 

dan penjabaran informasi; (SKPI BPKP) 

27. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah kegiatan penyelenggaraan pengembangan 

profesi pengawasan yang difasilitasi oleh Inspektorat atas prakarsa semua lapisan 

pimpinan dan pegawai Inspektorat; 

28. Workshop atau lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk 

membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam 

bidang keahliannya; (KBBI) 

29. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di 

bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dan sebagainya); (KBBI) 

30. Konferensi adalah rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi untuk 

bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. (KBBI)  

 

Pasal 2 

Untuk melaksanakan penugasan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam 
Kebijakan/Perencanaan Pengawasan diperlukan adanya Kerangka Kompetensi 
Teknis Auditor sebagai panduan terstruktur untuk mengidentifikasi jenis 
pengembangan kompetensi teknis yang relevan. 

Pasal 3… 

Pasal 3 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=pertemuan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=atau&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=persidangan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=untuk&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=membahas&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=suatu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=masalah&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=di&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=bawah&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=pimpinan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=ahli&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=guru&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=besar&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=pakar&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel


Kerangka Kompetensi Teknis Auditor mencakup jenis-jenis pengembangan 

kompetensi teknis yang harus dipenuhi oleh auditor sebagai syarat dalam 

melaksanakan kegiatan pengawasan. 

 

Pasal 4 

Jenis-jenis kegiatan pengembangan kompetensi teknis Auditor atas kebutuhan 

sebagaimana dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut: 

a. Sertifikasi Profesi Pengawasan; 

b. Diklat Teknis Pengawasan;  

c. Seminar/Workshop/Konferensi/Sosialisasi; dan  

d. Bimtek/PKS. 

Pasal 5 

Sasaran Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor adalah terwujudnya auditor 

yang: 

a. Mampu mengimplementasikan pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku 

profesional yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas–tugas pengawasan secara 

efisien dan efektif; dan 

b. Mampu memelihara dan mengembangkan pengetahuan, keahlian dan sikap 

perilaku profesional secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan. 

 

Pasal 6 

Setiap Auditor memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam 

pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan 

kesenjangan kompetensi teknis auditor yang bersangkutan. 

 

Pasal 7 

Setiap Auditor memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam 

pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan 

kesenjangan kompetensi teknis auditor yang bersangkutan. 

Pasal 8… 

 Pasal 8 














